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jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan walaupun
selalu diharapkan terjadi demikian.

Oleh sebab itu, bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang
sudah dihipotesakan itu ternyata tidak terjadi demikian setelah dilaksanakan
penelitian. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa dilakukan dan bisa digugurkan.

Adapun Hipotesa terhadap permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan klausul kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli hak
atas tanah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang ada.
2. Kedudukan para pihak ( penjual dan pémbelil) dalam perjanjian jual beli hak
atas tanah yang memiliki unsur kuasa mutlak adalah mengikat dan berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu dan

harus dilaksanakan dengan iiikad baik.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pembahasan yang ingin dicapai untuk meneliti masalah-
masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian

Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Nias)”, sebagai objek kajian penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, dimana hal ini merupakan
kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di Perguruan
Tinggi Program Strata Satu (S-1).

2. Untuk mengemukakan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian jual

beli khususnya perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah, dan

12
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memperdalam ilmu pengetahuan tentang jual beli hak atas tanah khususnya
dan hukum keperdataan pada umumnya.

3. Untuk masyarakat luas, sekedar berbagi ilmu pengetahuan di dalam masalah
perjanjian jual beli hak atas tanah agar bermanfaat bagi lembaga-lembaga

pemerintah dan masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data
Data bagi penulisan karya ilmiah adalah sumber utama, karenanya
penelitian sangat diperlukan dalam penyusunah skripsi oleh karena itu dalam
penyusunan skripsi ini berusaha semampu mungkin untuk mengumpulkan data-
data guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini.
Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penulisan
skripsi ini dengan dua metode yaitu:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini didapat dari buku-
buku tulisan para ahi dan sarjana-sarjana, perundang-undangan yang ada
hubungannya dengan judul skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan yang dilakukan yaitu mengadakan pengambilan data ke
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, untuk memperoleh data-

data yang secsuai dengan judul skripsi ini.
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G. Sistematika Penulisan
Untuk sistematika penulisan skripsi ini, mempergunakan sistematika
penulisan yakni dengan membagi pokok bahasan ke dalam V Bab yang mana
setiap bab terbagi-bagi dalam sub-sub bab yang antara lain:
BAB : PENDAHULUAN
Bab ini berisikan sub bab pengertian dan penegasan judul, alasan
pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode
pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
BABII : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN
Bab ini berisikan sub bab pengertian umum perjanjian; asas-asas
hukum perjanjian; syarat sahnya perjanjian; berakhirnya perjanjian.
BABIII : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBERIAN
KUASA DAN PERJANIIAN PENGIKATAN JUAL BELI
Bab ini berisi tentang perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian
pengikatan jual beli yang ﬁleliputi pengertian dan bentuk
pemberian kuasa; hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa;
pengertian jual beli; tanah sebagai objek jual beli dan syarat kuasa
mutlak dalam perjanjian.
BABIV : ASPEK HUKUM TENTANG KEBERADAAN KUASA
MUTLAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS
TANAH
Bab ini akan dibahas tentang Keberadaan klausul kuasa mutlak
dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah; Kedudukan

para pihak (penjual dan pembeli) dalam perjanjian jual beli hak atas
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Umum Perjanjian

Masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum telah mengenal apa
yang dinamakan dengan perjanjian sebagai kebiasaan untuk melakukan suatu
tindakan yang mengakibatkan suatu akibat hukum. Untyk membuat definisi yang
tepat tentang peijanjian adalah sangat sulit.

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku JII Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tentang Perikatan, yang mempunyai sifat sistem terbuka.
Maksudnya dalam hukum perikatan / perjanjian memberikan kebebasan yang
seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan peijanjian yang berisi
apa saja. asalkan tidak melanggar perundang-undanggn, ketertiban umum dan
kesusilaan.

Hukum kita mengenal ada kata perjanjian dan perikatan. Kata Perikatan
mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian. Sebab kata perikatan tidak
hanva mengandung pengertian hubungan hukum vyang sama sekali tidak
bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan vang tumbuh dan
undang-undang.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak
berdasarkan mana pihak vang satu berhak menuntut suatu dari pihak vang lain
dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuptutan itu.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman “Perikafar: adalah hubungan yang

terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dgjam harta kekayaan, dengan
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B. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas, yang merupakan dasar kehendak
pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas yang terpenting adalah:
1. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara
personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan
kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat
mewakili orang lain dalam membuat perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya perlaku bagi mereka yang
membuatnya. Asas ini menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan
dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu

perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

2. Asas Konsensualisme

Asas inl dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap
teriadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak. Sejak saat itu perjanjian
mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas
kebebasan berkontrak yvang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua periapjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya™
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suatu Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yaitu:

1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2.Cakap untuk membuat suatu perjanjian

3.Mengenai suatu hal tertentu

4.Suatu sebab yang halal

Lebih jelasnya, maka dibawah ini adalah uraian terperinci mengenai syarat
sahnya perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat int merupakan svarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua
pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-
hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan / diadakan itu, dan apabila
mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian.

Kesepakatan vang dibuat menunjukkan bahwa ipereka (orang-orang) yang
melakukan perjanjian. sebagai subjek hukum tersebut mempunyai kesepakatan
(kebebasan) vang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya
unsur paksaan.

Apabila subjek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian
vang disebabkan adanva unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan (@waling), atau
unsur penipuan (bedrog). Kecuaii paksaan vang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan vang berlaku, maka perjanjian tgysebut dapat dituntut untuk
dibatalkan.

Pengertian paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan badan, ataupun
paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan gleh peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, seperti paksaan yang terjadj sebagai akibat terjadinya
kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan penggugatan ke
muka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi
prestasi.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat
paksaan terdapat dalam Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menentukan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu
perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu
dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut
telah tidak dibuat. serta ketentuan dalam Pasal 1325 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang menentukan bahwa paksaan mengakibatkan batalnya suatu
perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat
perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau
sanak xeluarga dalam garis ke atas maupun kebawah.

Kekeliruan dapat terjadi terhadap orang maupun benda. sedangkan vang
dimaksud dengan penipuan ialah apabila salah satu pihak dengan sengaja
memberikan hal atau sesuatu vang tidak benar, atau dengan akal cerdik sehingga
orang lain menjadi tertipu.

Apabila penipuan dilakukan maka perjanjian vang dibuat dapat batal. Sesuai
dengan Pasal 1328 Kiwmb 'ndang-Undang Hukum Perdata vang menentukan
bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila
tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalgh sedemikian rupa hingga
terang dan nyata bahwa pihak yvang lain tidak telah pembuat perikatan itu jika

tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.
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Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harys mempunyai pokok suatu
barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa
Jumlah itu barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan

atau dihitung.

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, normg-norma, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Misalnya : sescorang mengadakan transaksi jual beli senjata
api tanpa dilindungi oleh surai-surat yang sah dalam hal pemilikan scnjata api.
maka perjanjian yvang dilakukan adalah batal. karena tidak memenuhi syarat
mengenai suatu sebab vang halal vaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar
undang-undang tentang pemilikan senjata api.

Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
Suatu perjanjian tanpa sebab. atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu
atau terlarang, t:dak mempunyai kekuatan.

Sedangkan Pasal 1536 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan
bahwa jika ndak dinvatakan sesuatu sebab. tetapi ada sesuatu sebab yang halal
ataupun ada sesuatu sebzb lain daripada vang dinvatgkan perjanjiannya namun

demikian adalah sah.
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D. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian jual beli yang telah memenuli syarat-gyarat yang telah ditentukan
dalam undang-undang dan dilaksanakan dengan itikad baik serta diikuti dengan
penyerahan barang oleh pihak penjual dan pembayarannva oieh pihak pembeli.
maka jual beli itu sah dan mengikat bagi kedua belah pibak.

Lebih tegasnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetu‘juan-persetujuan itu tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian jual beli yang dalam perjanjiannya jikg terdapat salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannva orang itu dipersglahkan telah melakukan
wanprestasi  sebab  telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
Sesungguhnya dalam praktek vang melakukan pgrbuatan ingkar janji itu
dimungkinkan dan pihak penjual atau pihak pembeli.

Masing-masing pihak ada kemungkinan melakukan wanprestasi baik si
penjual juga pihak pembeli sesuai dengan keadaan yang bisa timbul. karena
kemungkinan terjadi si pembeli beritikad baik sama sekali tidak tahu-menahu
dalam perjanjian jual beli vang menjadi objek bukan barang milik si penjual.
maka untuk mengetahui pihak vang melakukan warprestesi harus dilihat dari
prakteknya.

Peraturan tentang berakhimya perjanjian diatur di dalam bab XII buku I

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan yptuk itu perlu bagi kedua
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2. Penawaran Tunai Disertai Dengan Penitipan

Penawaran tunai disertai dengan penitipan adalah salah satu cara
pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini si kreditur menolak menerima
pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditur menolak
menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan untuk
menitipkan uang atau barang kepada Notans atau Panitera. Setelah itu Notaris
membawa uang yang harus dibayarkan menjumpai kreditur untuk melaksanakan
pembayaran. Jika kreditur menolak, maka dipersilahkan oleh Notaris atau Panitera
untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur mepolak juga, maka hal ini
dicatat dalam berita acara tersebut. hal ini merupakan bukti bahwa kreditur
menolak pembayaran vang ditawarkan. Dengan demikipn debitur meminta kepadg
Hakim mensahkan. Jika telah disahkan maka debitur tgrbebas dari kewajibannya

dan perjanjian dianggap hapus atau berakhir.

3. Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang (Novasi) adalah perjanjian dengan mana suatu
perikatan dihapuskan dan sekaligus diadakan (dilahirkan) perikatan baru. yang
menggantikan perikatan vang lama.

Beberapa unsur vang tampak disana adalah:

p—

. Ada perjanjian vang sengaia diadakan

2. Untuk menghapus suatu perikatan

(O8]

. Mengadakan (melahirkan) perikatan baru menggantikan yang lama.
Novasi didasarkan atas perjanjian antara para pihak. Ciri ini ditegaskan oleh

pembuat undang-undang dalam Pasal 1415 Kitah Undang-Undang Hukum
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bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang itu akan
musnah atau hilang meskipun ditangan kreditur.

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang akibat
peristiwa, dimana benda yang menjadi objek prestasi musnah, tak lagi dapat
diperdagangkan atau hilang. Kalau berda itu dapat diperdagangkan atau hilang,
benda itu tidak dapat dikatakan musnah.

Barang yang tidak dapat lagi diperdagangkan masih tetap ada, hanva saja
orang tidak dibenarkan untuk menjadikannya objek perjanjian, sedang mengenai
barang yang hilang undang-undang sendiri menentukan bahwa barang itu hanya
tidak diketahui lagi apakah masih ada atau tidak, jadi tidak tertutup kemungknap
barang itu masih ada. Walaupun demikian oleh Pasal 1444 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata diberikan akibat hukum yang sama yaity hapuslah perikatannya.

8. Kebatalan / Pembaralan

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatakan.
Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal
demi hukum maka akibatnya perjanjian ite dianggap tidak permnah ada, sedangkan
dalam pembatalan dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka

perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.

S. Berlakunya Syarat Batal
Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, mg¢nghentikan perjanjian dan
membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada

suatu perjanjian. Syarat ini tidak menangguhkan pemenruhan perjanjian, hanyalah
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N

(W'8)

Akta otentik.

Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atgu dihadapan pejabat yang
diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak
dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang
yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya
sebagai pemberitahuan belaka.

Akta di bawah tangan.

Pemberian kiasa yang diberikan dengan cara surat dibawah tangan adalah
merupakan suatu persetujuan si pemberi kuasa dengan si penerima kuasa agar
1a (penerima kuasa) melakukan suatu perbuatan hukum. sedang perintah
tersebut diterima dengan baik oleh pihak ketiga yang terkait atas perbuatan
hukum tersebut, dan persetujuan itu diletakkan didalam suatu surat atas segel
dibuatnya sendiri diluar pejabat resmi.

Surat biasa.

Pemberian kuasa yang diberikan dengan cara surat biasa adalah surat tidak
atas segel yang juga memuat persetujuan yang dinyatakan si pemberi kuasa
dengan si penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Secara lisan.

Pemberian kuasa yang diberikan secara lisan ini telah disebutken dalam Pasal
1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa persetuiuan pemberian
kuasa dapat dilakukan secara apapun juga, jadi jugg secara lisan.

Secara diam-diam.

Pemberian kuasa yang diberikan secara diam-diamy menurut banyak para ahli

hukum juga diperbolehkan. Cara pemberian kuasg dengan diam-diam ini pun
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telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1793 ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Cara pemberian kuasa yang dilakukan dengan syrat dibawah tangan, surat

biasa, secara lisan, dan secara diam-diam dalam hal perbuatan hukum pengalihan

hak atas tanah tidak dapat diberlakukan.

[§9]

(5

o

Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pencrima Kuasa

Hak-hak pembe;1 kuasa yaitu:
Si pemberi kuasa dapat menggugat iangsung orang dengan siapa si kuasa telah
bertindak dalam kedudukannya dan menuntat daripada pemenuhan
perjanjiannya (Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Si pemberi kuasa berhak menerima laporan tentang apa yang diperbuat si
kuasa dan menerima perhitungan tentang segala yang telah diterima s1 kuasa
(Pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Si pemberi kuasa dalam segala hal dapat secara langsung menuntut orang vang
ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya (Pasal 1803 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata).

Kewajiban pemberi kuasa vaitu:
Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan vang diperbuat
oleh si kuasa menurut kekuasaan vang ia telah berikan kepadanya (Pasal 1807
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kgpada si kuasa persekot-

persekot dan biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasanyva
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N

(98]

begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telaly diperjanjikan (Pasal 1808

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang

kerugian yang di derita sewaktu menjalankan kuasanya (Pasal 1809 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata).

Si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-

persekot dan biaya yang ielah dikeluarkan si kpasa terhitung mulai hari

dikeluarkannya persekot-persekot itu. (Pasal 1810 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata).

Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang unfuk mewakili suatu urusan

vang merupakan urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka

bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat

dari pemberian kuasa itu (Pasal 1811 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Hak Penerima Kuasa berupa:

Si penerima kuasa berhak menerima persekot-persekot dan biava-biava vang

telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kuasanya dari si pemberi kuasa

(Pasai 1807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menerima segala kerugian-kerugian yang di derita sewaktu menjalankan

kuasanya dari si pemberi kuasa (Pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata).

Menenma segala bunga atas persekot-persekot vang telah dikeluarkan

terhitung mulai dari dikeluarkannya persekot-persekot itu (Pasal 1810 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata).
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[§]

(U5

n

Berhak untuk menahan segala apa kepun_vaan si pemberi kuasa yang berada
ditangannya, sekian lamanya hingga dibayar lunas segala apa yang dapat
dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa (Pasal 1812 Kitab Undang-
Undarg Hukum Perdata).

Kewajiban Penerima Kuasa berupa:
St penerima kuasa diwajibkan menyelesaikan yrusan yang telah mulai
dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak
segera menyelesaikannya «lapat timbul suatu kerugian (Pasal 1800 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).
Si penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan
vang dilakukan dengan sengaja tetapi juga tentang kelalaian yang
dilakukannya dalam menjalankan tugasnya (Pasal 1801 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata).
Si penerima kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang tclah
diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberni kuasa tentang
segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya (Pasal 1802 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).
Si penerima kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk
olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kvasanya (Pasal 1803
Kitab Undang-Undang Hukum Perdats).
Si penerima kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok vang
dipakainya guna keperluannya sendiri (Pasal 1805 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata).
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serta badan-badan hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam
pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak
atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan
ukuran panjang dan lebar.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang
disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan atau
dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut
tidak akan bermakna jika penggunaannya terbates hanya pada tanah sebagai
permukaan bumi saja. Tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta
ruang vang ada diatasnya. Dengan demikian yang dipunyai dengan hak atas tanah
itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu darj permukaan bumi. Tubuh
bumi dan air serta ruang vang dimaksud itu bukan kepunyaan pemegang hak atas
tanah vang bersangkutan. ia hanya diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan
tujuan penggunaannya dalam batas-batas kewajaran.

Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi vaitu bagian tertentu dar
permukaan bumi yang merupakan satuan yang berbatas dan berdimensi dua.
Karena sebidang tanah dipunvai dan dikuasai dengan tujuan untuk dipergunakan
tidak mungkin untuk keperluan apapun jika yang dipergunakan hanya permukaan
bumi itu saja.

Hak-hak atas tanah meliputi:

1. Hak milik

[\]

Hak guna usaha

Hak guna bangunan

LI

4. Hak pakai
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Pergaulan hukum memungkinkan lahirnya kugsa mutlak dengan klausul
seperti:

1. Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada
penerima kuasa.
2. Meninggalnya pemberi kuasa tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.

Kuasa mutlak yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam diktum
kedua huruf (a) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Namor 14 Tahun 1982 yaitu:
kuasa mutlak yang dimaksud dalam diktum pertama adalah kuasa yang
didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.
Didalam praktek klausul kuasa mutlak itu sering dicanfumkan dalam bentuk akta
Notaris.

Perlu diketahui sebeiumnya bahwa pemberian kuasa mutlak tidak diatur
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Percdata kita. namun diakui di dalam lalu
lintas bisnis di masyarakat yang oleh beberapa putusan hakim dipandang sebagai
penemuan hukum.

Kuasa mutlak adalah kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan
hak vang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan
menggunakan haknva serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut
hukum hanyva dapat dilakukan oleh pemegang haknya.‘

Pemberian kuasa mutlak adalah merupakan suatu perikatan yang muncul
dari perjanjian, yang diatur Pasal 1338 Kitab Undapg-Undang Hukum Perdata.
vang mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
harus dilandasi dengan itikad baik.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan pembahasan tentang isi dari penelitian skripsi ini maka
sampailah pada bagian akhir pembahasan skripsi ini dimana akan diberikan

kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya,{ maka dapat ditarik
kesimpulan:

1. Klausul pemberian kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas
tanah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila masing-masing pihak melakukan berdasarkan itikad baik karena
pemberian kuasa mutlak adalah merupakan suatu perikatan yang muncul dari
perjanjian yang diatur di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang mengakui adanya kebebasan berkontrak dengan pembatasan
bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan harus dilandasi dengan itikad baik.

2. Kedudukan para pihak (penjual dan pembeli) dalam perjanjian jual beli hak atas
tanah yang memiliki unsur kuasa mutlak adalah mengikat dan berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Karena perjanjian yang mereka buat sesuai
dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat

sahnya perjanjian.
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